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TENTANG

PENETAPAN DESA SEBAGAl TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2017
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BUPATI NIAS SELATAN

bahwa dalam upaya mewujudkan Program Pendidikan Anak Usia Dini
[PAUD| yung optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan
diperlukan langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan
Pendidikan dengan menyebarfuaskan penyelenggara Pendidikan Anak
Usia Dini {PAUD) diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;

bahwa untuk mensukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dim
{(PAUD) di Kabupatgn Nias Selatan perlu untuk menetapkan Desa-desa
sebagal Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2017;

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaumana pada huruf a, dan b,
perlu menetapkan Kepulusan Bupali Nias Selatan tentang Penetapan
Desa Sebagai Tempat Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia
Dini Daerah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 28 Tuhun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dan Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Fakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, :

Undang-Undang Nomur | Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara;
Undung-Undang Numor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomoar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangari
antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah,

Undang-Undang Numor 23 Tahun 2014 ientang Pemenintahan Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2019 entang Pemeriniahan Daerih;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provins: sebagas Daerah Otonom;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem

Pendidikan Nusional, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhin
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2015  tentang
Perubahan Kedua-utay Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
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. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tal

7. Peraturan Presiden Nomor

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolann
Keunngan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintabian antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi
dan Pemerintah Dakrah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib  Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

wun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang Perangkat

Daerah;

54 ';'allun 2010 tentang Pengadaan Darang
dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemenntah Kabupaten/Kota;
Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah Sebagaimana Telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahin Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Mentern Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016

tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara; 7

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangakat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
Peraturan Daerah Kabuapten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Bupau Nias Selatan Nomor 08 28 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Bupat Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
Selatan, '

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAX UBIA DINI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN
2017

Menetapkan Desa-desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai
tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagalmana l.erhu:_npir dalam Surat Keputusan ini. ;
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KETIGA
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KELIMA

Penetapan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tahun 2017, mempedomani :

Sasaran Penyelenggaraan Progriam adalah Desa-desa yang memiliki
sarana tempat yang layak digunakan dalam proses pembelajaran
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

. Dinas Pendidikan berkewajiban merekrut Tenaga Tutor sebagai

pelaksana Pendidikan bagi siswa Usia Dini sesuai dengan kebutuhan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Pendidikan .melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Desa sasaran penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), sekaligus bertanggungjawab penuh atas segala penggunaan
anggaran pada penyelenggaraan program tersebut.

4, Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program
Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD) Daerah dilakukan dengan
mengikut sertakan organisasi terkait

5 Tingkat pendidikan yang mengikut pembelajaran adalah :

a. Siswa, dengan umur 0-2 tahun
b. Siswa, dengan-umur 2-4 tahun
¢. Biswa, dengan umur 4-6 tahun

6. Program Pendidikan Anak Usia Dinj (PAUD] di laksanakan selama 1
[satu] tahun dan dapat diperpanjang sesuai Kebutuhan Daerah,

7. Dinas Pendidikan berkewajiban menyvampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban secara berkala kepada Bupati Nias Selatan.

"

Pemakaian anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang  berlaku dan
segala masalah yang timbul akibat Penyimpangan Pemakaian Anggaran
dan/atau ada pelanggaran hukum dikemudian hari  menjadi
tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten

Nias Selatan Tahun Anggaran 2017, pada DPA Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan;

Keputusan ini mula berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan diTeluk Dalam
. - pada tanggal Oktober 2017
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